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Abstract 

 
This research is motivated by the low level of public legal awareness regarding 
marriage registration, especially in communities that prioritize religious validity over 
state legality. This condition raises various legal issues, such as the unclear legal status 
of husbands, wives, and children, as well as weak protection of family rights. From an 
Islamic legal perspective, marriage registration is seen as an effort to realize public 
benefit and maintain social order. This study aims to analyze the level of public legal 
awareness regarding marriage registration, the factors that influence it, and to 
understand marriage registration from an Islamic legal perspective. This research 
uses an empirical legal research method with a qualitative approach. Primary data 
was obtained through interviews and observations of the community and religious 
figures, while secondary data was obtained from books, journals, and relevant laws 
and regulations. Data collection techniques were carried out through interviews, 
observation, and documentation, then analyzed descriptively qualitatively. The results 
of the study indicate that public legal awareness of marriage registration is still 
influenced by education, economic, cultural, and religious understanding factors. In 
addition, marriage registration in Islamic law is understood as a form of legal 
protection and an effort to realize family welfare. 
 
Kata Kunci: Legal Awareness, Marriage Registration, Islamic Law, Positive Law. 
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A. Pendahuluan  

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu instrumen penting dalam 

sistem hukum keluarga di Indonesia karena memiliki fungsi administratif, 

perlindungan hukum, serta kepastian status bagi suami, istri, dan anak (Rani & 

Prima, 2025). Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipahami 

sebagai akad yang bersifat religius, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang 

memiliki konsekuensi sosial dan yuridis (Samsidar & Marilang, 2025). Namun, 

dalam realitas masyarakat masih ditemukan praktik perkawinan yang dilakukan 

tanpa pencatatan resmi atau dikenal sebagai nikah siri. Kondisi tersebut 

menunjukkan adanya kesenjangan sosial antara norma hukum yang berlaku dengan 

tingkat kesadaran hukum masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa 

perkawinan telah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat agama, meskipun 

belum dicatatkan pada instansi yang berwenang. Di sisi lain, negara menempatkan 

pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administratif guna memberikan 

perlindungan hukum terhadap hak-hak keluarga. Kesenjangan inilah yang menjadi 

persoalan penting untuk dikaji lebih mendalam. 

Konsep kesadaran hukum dalam penelitian ini merujuk pada tingkat 

pemahaman, sikap, dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang 

berlaku, khususnya mengenai pencatatan perkawinan (Mangku & Yuliartini, 2020, 

Nomor 1). Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan 

masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup 

kesediaan untuk melaksanakan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai 

bagian dari upaya menjaga kemaslahatan (maslahah) dan mencegah mudarat dalam 

kehidupan rumah tangga (Aziz, 2025). Pencatatan perkawinan memberikan 

kepastian hukum terkait status suami-istri, hak waris, nafkah, serta perlindungan 

terhadap anak. Oleh karena itu, integrasi antara hukum Islam dan hukum positif 

menjadi penting untuk menciptakan ketertiban sosial dan perlindungan hukum 

yang berkeadilan. 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran 

hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Penelitian pertama menjelaskan bahwa faktor ekonomi dan rendahnya 

tingkat pendidikan menjadi penyebab utama masyarakat tidak mencatatkan 

perkawinannya (Akbariandhini & Prakoso, 2020). Al Hashas dkk., (2025), 

menekankan bahwa kuatnya tradisi budaya dan pemahaman agama yang 

konservatif menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan keabsahan agama 

dibanding legalitas negara. Kemudian Makmun & Priyadi, (2016) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan 
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lembaga keagamaan mengakibatkan minimnya pemahaman masyarakat mengenai 

pentingnya pencatatan perkawinan. Sementara itu, penelitian Iswanda dkk., (2025) 

menyatakan bahwa akses pelayanan administrasi yang sulit di wilayah pedesaan 

turut memengaruhi rendahnya angka pencatatan perkawinan. Keempat penelitian 

tersebut pada umumnya lebih berfokus pada faktor penyebab dan aspek 

administratif pencatatan perkawinan. 

Adapun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

karena tidak hanya menelaah faktor sosial dan administratif, tetapi juga mengkaji 

kesadaran hukum masyarakat secara lebih mendalam dalam perspektif hukum 

Islam. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana pemahaman masyarakat 

mengenai hubungan antara keabsahan agama dan kewajiban pencatatan menurut 

hukum negara, serta bagaimana nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam dapat 

memengaruhi kepatuhan hukum masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan perspektif baru mengenai pentingnya harmonisasi 

antara norma agama dan norma hukum negara dalam praktik perkawinan 

masyarakat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum 

masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, mengetahui faktor-faktor yang 

memengaruhi kesadaran hukum tersebut, serta memahami pencatatan perkawinan 

dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi 

bentuk pemahaman masyarakat terhadap legalitas perkawinan dan implikasi 

hukum yang ditimbulkan akibat tidak dicatatkannya perkawinan. Asumsi penelitian 

ini adalah bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan 

perkawinan masih dipengaruhi oleh faktor pendidikan, budaya, ekonomi, 

pemahaman agama, dan akses terhadap pelayanan administrasi hukum. Selain itu, 

terdapat asumsi bahwa sebagian masyarakat masih memandang pencatatan 

perkawinan sebagai persoalan administratif semata dan bukan bagian dari 

kewajiban hukum yang memiliki nilai kemaslahatan dalam Islam. 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis maupun 

praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai hukum 

keluarga Islam, khususnya terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap 

pencatatan perkawinan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi 

peneliti selanjutnya dalam mengembangkan studi hukum Islam dan hukum 

keluarga di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi pemerintah, Kantor Urusan Agama, tokoh agama, dan masyarakat 

dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum mengenai pentingnya 

pencatatan perkawinan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, 



 
Syauqi, Ahmad Zuhal Maulana Jauhari, Indra Agustian  

 

 IJILE: Volume 1 Number 2 June, 2026  165 

diharapkan tercipta ketertiban administrasi perkawinan serta perlindungan hukum 

yang lebih baik bagi seluruh anggota keluarga. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan 

pendekatan kualitatif (Ansari dkk., 2023). Penelitian hukum empiris dipilih karena 

penelitian ini berfokus pada perilaku hukum masyarakat dalam praktik kehidupan 

sehari-hari, khususnya terkait kesadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan. 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara 

mendalam melalui penggalian informasi, pandangan, dan pengalaman masyarakat 

mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam 

(Darmalaksana, 2022). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis 

hubungan antara pemahaman agama, budaya masyarakat, dan kepatuhan terhadap 

hukum negara dalam praktik perkawinan. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber 

data sekunder (Rokhamah dkk., 2024). Data primer diperoleh secara langsung dari 

informan melalui wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, serta pihak terkait 

yang memahami praktik pencatatan perkawinan. Selain itu, observasi lapangan juga 

dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat terkait pelaksanaan 

pencatatan perkawinan. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur 

seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta 

sumber lain yang relevan dengan penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat 

dan hukum perkawinan Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang valid dan 

komprehensif (Miles & Huberman, 2014). 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan 

tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data 

dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan 

penelitian (Rosmita dkk., 2024). Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian 

sistematis agar memudahkan proses pemahaman dan interpretasi. Tahap terakhir 

adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah 

diperoleh di lapangan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode sehingga hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

 

 

 



 
Syauqi, Ahmad Zuhal Maulana Jauhari, Indra Agustian  

 

 IJILE: Volume 1 Number 2 June, 2026  166 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam 

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan institusi yang memiliki 

dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang sangat mendalam. Dalam Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), diberikan 

rumusan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad 

yang sangat kuat atau misaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah (Purkon, 2014). Rumusan ini menegaskan 

bahwa perkawinan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial biasa, melainkan 

merupakan ikatan suci yang terkait langsung dengan dimensi keimanan dan 

ketakwaan kepada Allah SWT (Rahmi & Khumairoh, 2022). 

Para ulama fikih dari berbagai mazhab memberikan definisi perkawinan yang 

beragam namun memiliki substansi yang sama. Dalam kitab Fiqh al-Mażahib al-

Arba'ah, disebutkan tentang pendapat empat mazhab fikih tentang definisi 

pernikahan yang pada intinya menekankan aspek kehalalan hubungan antara laki-

laki dan perempuan melalui akad yang sah (Rohman & Solikhudin, 2017). 

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk menegakkan agama, mendapatkan 

keturunan, mencegah dari perzinahan, dan membina keluarga rumah tangga yang 

damai dan sejahtera (Kusmayanti, 2020). Lebih jauh, KHI Pasal 3 menyebutkan 

bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah (Hidayatullah dkk., 2022). 

Konsep perkawinan dalam hukum Islam juga menekankan aspek 

pengumuman (i'lan al-nikah) sebagai salah satu unsur penting yang membedakan 

perkawinan dari hubungan yang tidak sah. Walimatu al-ursy (pesta pernikahan) 

dan pengumuman pernikahan merupakan sunnah Nabi yang memiliki fungsi sosial 

penting sebagai pembeda antara pernikahan yang sah dan perzinahan (Masturiyah, 

2013). Pengumuman dalam bentuk walimah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk 

pencatatan secara sosial yang pada zamannya berfungsi sebagai perlindungan 

hukum terhadap perkawinan yang telah berlangsung (Alfarisi, 2018). 

Dalam konteks hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah 

memenuhi rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Rukun 

perkawinan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, 

serta ijab dan kabul (Rahmi & Khumairoh, 2022). Perkawinan yang telah memenuhi 

rukun dan syarat tersebut dianggap sah secara agama, meskipun dalam konteks 

hukum positif Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh 

terpenuhinya rukun dan syarat agama, tetapi juga oleh pencatatan di hadapan 

pejabat yang berwenang (Rahmi & Khumairoh, 2022). 
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Terdapat perdebatan di kalangan ulama dan ahli hukum Islam tentang 

kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum Islam. Dalam kitab-kitab fikih 

para ahli fikih terdahulu tidak menjelaskan mengenai hukum pencatatan 

perkawinan atau akta nikah (Roqib, 2016). Namun demikian, sekalipun pada 

awalnya hukum Islam tidak mengenal pencatatan perkawinan dan akta perkawinan, 

mengingat pentingnya pencatatan perkawinan pada masa sekarang, maka 

ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan akta nikah sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KHI 

tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan sejalan dengan hukum Islam . 

Pembenaran ini didasarkan pada prinsip maslahah mursalah dan kaidah sadd al-

dzari'ah yang menjadi landasan ijtihad kontemporer dalam hukum keluarga Islam 

(Hidayatullah dkk., 2022). 

Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan 

menyatakan bahwa hukum dari nikah sirri atau nikah di bawah tangan hukumnya 

sah selagi pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Akan tetapi 

MUI juga memberikan keterangan lebih lanjut bahwa apabila pernikahan sirri 

tersebut dapat menimbulkan kemudharatan ke depannya, maka hendaknya 

pernikahan tersebut dicatatkan kepada instansi yang berwenang (Hidayatullah 

dkk., 2022). Pandangan ini menunjukkan bahwa MUI mengakui keabsahan 

perkawinan menurut hukum agama, namun sekaligus mendorong pencatatan 

perkawinan demi mencegah kemudharatan yang mungkin timbul (Daud & Fuadah, 

2021). 

2. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perkawinan diatur secara tegas 

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 

tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

(Rohman, 2017). Rumusan yang disebutkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ini 

tampaknya lebih representatif, jelas, serta tegas jika dibandingkan dengan rumusan 

dalam Kompilasi Hukum Islam (Purkon, 2014). 

Definisi perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengandung beberapa unsur 

penting yang perlu dipahami secara mendalam. Pertama, perkawinan merupakan 

ikatan lahir batin, yang berarti perkawinan tidak hanya menyangkut aspek fisik atau 

lahiriah semata, tetapi juga mencakup dimensi batin atau spiritual yang mengikat 

kedua belah pihak (Rahmi & Khumairoh, 2022). Kedua, perkawinan merupakan 

ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, yang mencerminkan asas monogami 
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yang dianut oleh UU Perkawinan (Rohman & Solikhudin, 2017). Ketiga, tujuan 

perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa UU Perkawinan tidak 

memisahkan aspek agama dari aspek hukum dalam perkawinan (Al-Hamidy dkk., 

2022). 

Menurut Pasal 1 UU No. 1/1974, tujuan perkawinan lebih kepada hubungan 

harmonis antara suami istri, lebih kepada membentuk keluarga atau rumah tangga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan atas ketakwaan kepada agama yang dianutnya 

(Rohman, 2017). Tujuan ini sejalan dengan konsep perkawinan dalam hukum Islam 

yang menekankan aspek sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan 

berumah tangga. 

Keabsahan suatu perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam 

Pasal 2 yang terdiri dari dua ayat. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya (Rahmi & Khumairoh, 2022). Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) 

menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat 

(2) dari UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, hingga kini di kalangan teoritisi dan praktisi 

hukum masih terjadi perbedaan pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu 

perkawinan. 

Terdapat dua pendapat utama di kalangan ahli hukum mengenai hubungan 

antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Pendapat pertama 

mengatakan bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administratif, 

sehingga perkawinan yang tidak dicatat tetap sah asal memenuhi ketentuan agama 

dan kepercayaannya. Pendapat kedua mengatakan bahwa pencatatan perkawinan 

merupakan syarat tambahan sahnya perkawinan, karena Pasal 2 ayat (1) dan ayat 

(2) UU No. 1/1974 merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. 

Perdebatan ini mencerminkan adanya dualisme hukum yang berlaku di Indonesia, 

yaitu di satu sisi perkawinan harus dicatatkan di KUA, dan di sisi lain tanpa 

dicatatkan pun tetap berlaku dan diakui di masyarakat (Kusmayanti, 2020). 

Perkawinan yang tidak tercatat bersifat substansial sesuai dengan hukum 

syariah berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, yang memiliki korelasi 

dengan Pasal 2 ayat 2, Pasal 10 Ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 (Nugroho & Safiudin, 

2021). Pada umumnya, perkawinan yang tidak tercatat merupakan pernikahan 

yang belum tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), dan tanpa pemantauan 

PPN, perkawinan tersebut tidak bisa sah berdasarkan hukum yang berlaku. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan sah secara agama, namun tanpa 
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pencatatan, perkawinan tersebut tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan 

hukum dari negara (Hasan dkk., 2022). 

3. Pencatatan Perkawinan 

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam 

sistem hukum perkawinan di Indonesia yang membedakan antara perkawinan yang 

diakui negara dan perkawinan yang hanya diakui secara agama. Pencatatan 

perkawinan adalah kegiatan administratif yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat 

Nikah (PPN) di KUA bagi yang beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi 

yang beragama selain Islam, sebagai bentuk pengakuan negara atas terjadinya suatu 

perkawinan (Masturiyah, 2013). Pencatatan perkawinan merupakan salah satu tata 

cara yang harus dilaksanakan dalam menjalankan pernikahan di Indonesia, 

sebagaimana dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) yang 

menjelaskan bahwa pernikahan sah menurut ketentuan agama masing-masing, dan 

dalam ayat (2) menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam konteks hukum Islam, pencatatan perkawinan pada mulanya tidak 

dikenal secara eksplisit dalam fikih klasik. Pada zaman Rasulullah maupun sahabat 

belum dikenal adanya pencatatan perkawinan (Hidayatullah dkk., 2022). Pada 

waktu itu pernikahan sah selagi memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya, dan 

supaya diketahui oleh masyarakat, i'lan nikah dipandang sebagai salah satu syarat 

sah nikah, karena i'lan sebagai pembeda antara perzinahan dan pernikahan. Namun 

seiring perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan modern, pencatatan 

perkawinan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan demi menjamin 

kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak. 

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang memiliki 

implikasi hukum yang sangat signifikan. Perkawinan yang sah adalah perkawinan 

yang harus dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga negara 

mengakui pernikahan tersebut. Tanpa pencatatan, perkawinan tidak mendapatkan 

pengakuan dari negara, yang berarti para pihak tidak dapat menikmati 

perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dalam berbagai aspek kehidupan, 

termasuk hak waris, hak nafkah, dan status hukum anak. 

Penelitian ini menemukan bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah 

satu dari rukun perkawinan dalam perspektif hukum positif Indonesia. Setiap 

perkawinan harus dicatatkan di hadapan petugas pencatat nikah, dan perkawinan 

yang tidak dicatatkan (di bawah tangan) akan mendatangkan kekacauan dan 

kemadharatan. Perkawinan seperti ini, menurut sebagian ulama kontemporer, 

hukumnya haram (tidak sah) karena tidak sejalan dengan maqashid al-syari'ah. 
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4. Tujuan Pencatatan Perkawinan 

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan yang sangat fundamental dalam 

sistem hukum perkawinan Indonesia. Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah 

untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam dan untuk 

menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum, 

kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan (Hasyim, 

2019). Dasar pijakan keharusan adanya pencatatan dalam setiap perkawinan yang 

tertuang dalam UU dan Kompilasi Hukum Islam adalah aspek kemaslahatan, 

keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang serta sebagai tindakan 

preventif dalam mencegah kemadharatan. 

Tujuan pencatatan perkawinan dapat diidentifikasi dari beberapa perspektif. 

Pertama, dari perspektif kepastian hukum, pencatatan perkawinan memberikan 

bukti otentik tentang adanya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri 

(Alfarisi, 2018). Tanpa adanya bukti autentik tentang adanya hubungan hukum 

perkawinan, seorang istri akan mengalami kesulitan ketika hendak menuntut hak-

haknya, baik melalui jalur hukum perdata maupun pidana. Kedua, dari perspektif 

perlindungan hak, pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi 

istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketiga, dari perspektif 

ketertiban administrasi, pencatatan perkawinan memungkinkan negara untuk 

memantau dan mengelola data kependudukan secara akurat (Sakinah & Hilmy, 

2019). 

Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya 

perkawinan yang tidak sah atau perkawinan yang melanggar ketentuan hukum, 

seperti poligami tanpa izin pengadilan (Candrawati, 2016). Dalam konteks ini, 

pencatatan perkawinan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang 

memastikan bahwa setiap perkawinan yang terjadi telah memenuhi persyaratan 

hukum yang berlaku. Selain itu, pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk 

memberikan perlindungan kepada perempuan dari praktik-praktik perkawinan 

yang merugikan, seperti nikah sirri yang seringkali menempatkan perempuan 

dalam posisi yang rentan secara hukum (Daud & Fuadah, 2021). 

Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, pencatatan perkawinan merupakan 

upaya untuk mewujudkan kemaslahatan yang bersifat daruriyah (primer), 

khususnya dalam hal perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dan perlindungan jiwa 

(hifz al-nafs) (Daud & Fuadah, 2021). Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang 

tercatat mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan 

anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, karena mereka dapat 

membuktikan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. 
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5. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan 

Dasar hukum pencatatan perkawinan di Indonesia memiliki sejarah yang 

panjang dan telah mengalami perkembangan yang signifikan. Aturan tentang 

pencatatan pernikahan dapat dilihat dalam UU No. 22/1946. Undang-Undang ini 

mengatur hanya administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa pernikahan 

diawasi oleh pegawai pencatat nikah (Hasyim, 2019). Kemudian, aturan pencatatan 

pernikahan diperkuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 

serta secara teknis diatur dalam peraturan terbaru yaitu PMA No. 20 Tahun 2019. 

Secara hierarkis (Masturiyah, 2013), dasar hukum pencatatan perkawinan di 

Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 merupakan landasan hukum utama 

kewajiban pencatatan perkawinan, yang menyatakan bahwa "tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". 

Ketentuan ini bersifat umum dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia 

tanpa memandang agama dan kepercayaan yang dianutnya. Dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2), ketentuan pencatatan 

perkawinan menggunakan redaksi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku", yang oleh sebagian ahli hukum 

dianggap kurang tegas dalam menggariskan kewajiban pencatatan. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 

1975 mengatur secara teknis mekanisme pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat 

(1) PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari 

mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 

tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. 

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

KHI yang dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

1991 memberikan pengaturan yang lebih spesifik tentang pencatatan 

perkawinan bagi umat Islam. Pasal 5 ayat (1) KHI menyatakan bahwa agar 

terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan 

harus dicatat. Pasal 5 ayat (2) KHI menegaskan bahwa pencatatan perkawinan 

tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 

1954. Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (2) KHI menyatakan bahwa perkawinan yang 

dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai 
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kekuatan hukum. Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6 mengatur pencatatan 

perkawinan menggunakan kalimat yang lebih dipertegas dibandingkan UU No. 

1 Tahun 1974, yakni perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai 

kekuatan hukum. 

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan 

Perkawinan 

Peraturan terbaru yang mengatur secara teknis mekanisme pencatatan 

perkawinan adalah PMA No. 20 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur secara 

rinci prosedur pencatatan perkawinan, termasuk penggunaan Sistem Informasi 

Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis web sebagai platform digital untuk 

pencatatan perkawinan (Sakinah & Hilmy, 2019). Penerapan SIMKAH berbasis 

web didasarkan pada PMA RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan 

Perkawinan, yang merupakan upaya modernisasi sistem administrasi 

perkawinan di Indonesia. 

Terdapat nuansa perbedaan antara berbagai regulasi tersebut dalam hal 

ketegasan kewajiban pencatatan perkawinan. Sementara UU No. 1 Tahun 1974 

menggunakan redaksi yang relatif lunak ("dicatat"), KHI menggunakan redaksi 

yang lebih tegas dengan menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan 

"tidak mempunyai kekuatan hukum". Perbedaan redaksi ini mencerminkan 

perkembangan pemikiran hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan, 

dari yang semula dipandang sebagai syarat administratif belaka menjadi syarat 

yang memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan. 

Larangan nikah siri dipahami dari Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang mengatur tentang pencatatan perkawinan 

(Hasyim, 2019). Tujuan pencatatan menurut KHI adalah agar terjamin 

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga setiap perkawinan 

harus dicatat. Ketentuan pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 UU 

1/1974 tentang Perkawinan, Peraturan Kementerian Agama RI Nomor 20 

Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. 

6. Fungsi Pencatatan Perkawinan 

Pencatatan perkawinan memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam 

sistem hukum perkawinan Indonesia (Hasyim, 2019). Secara umum, fungsi 

pencatatan perkawinan dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu fungsi 

preventif dan fungsi represif. 

a. Fungsi Preventif 

Fungsi preventif pencatatan perkawinan berkaitan dengan upaya 

pencegahan terhadap berbagai permasalahan hukum yang mungkin timbul 
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akibat perkawinan yang tidak tercatat. Pencatatan perkawinan berfungsi 

sebagai tindakan preventif dalam mencegah kemadharatan yang mungkin 

timbul dari perkawinan yang tidak diakui oleh negara. Dalam konteks ini, 

pencatatan perkawinan mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sah, 

seperti poligami tanpa izin pengadilan, perkawinan di bawah umur, dan 

perkawinan yang melanggar larangan-larangan yang diatur dalam hukum 

perkawinan. 

Fungsi preventif pencatatan perkawinan juga berkaitan dengan 

perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Perkawinan yang telah melalui 

pencatatan memberikan kemaslahatan umum, artinya kaum wanita terlindungi 

hak asasinya dan tidak dilecehkan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, istri 

memiliki bukti otentik tentang status perkawinannya, sehingga dapat menuntut 

hak-haknya secara hukum apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga. 

Selain itu, pencatatan perkawinan juga mencegah terjadinya perkawinan yang 

bersifat sementara atau tidak bertanggung jawab, seperti kawin kontrak 

(mut'ah) yang dilarang dalam hukum Islam (Aji, 2022). 

Implementasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) berbasis 

web merupakan salah satu upaya untuk memperkuat fungsi preventif 

pencatatan perkawinan. Dengan SIMKAH, penelusuran status calon pengantin 

dapat dilakukan secara lebih mudah dan akurat, sehingga dapat mencegah 

terjadinya pernikahan kedua dari calon pengantin yang tidak diketahui oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem ini juga memungkinkan koordinasi 

yang lebih baik antara KUA di berbagai daerah dalam memverifikasi status 

perkawinan calon pengantin. 

b. Fungsi Represif 

Fungsi represif pencatatan perkawinan berkaitan dengan perannya 

sebagai bukti hukum yang dapat digunakan untuk menegakkan hak-hak para 

pihak dalam perkawinan. Suatu perkawinan dianggap ada dan diakui sebagai 

suatu perkawinan ketika ada tanda bukti perkawinan atau akta nikah sebagai 

tanda bukti autentik; sebaliknya, jika perkawinan itu tidak tercatat sehingga 

tidak terbit akta nikah, maka di depan hukum perkawinan tersebut dianggap 

tidak ada (never existed) (Hasan dkk., 2022). Fungsi represif ini sangat penting 

dalam konteks penyelesaian sengketa perkawinan, termasuk sengketa hak 

waris, hak nafkah, dan status hukum anak. 

Akta nikah sebagai produk dari pencatatan perkawinan memiliki 

kekuatan pembuktian yang sangat kuat dalam sistem hukum Indonesia. KHI 

Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan 

akta nikah. Tanpa akta nikah, seorang istri akan mengalami kesulitan untuk 
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membuktikan status perkawinannya di hadapan pengadilan, sehingga tidak 

dapat menuntut hak-haknya secara hukum. Kondisi ini sangat merugikan 

perempuan, karena mereka tidak dapat menuntut hak nafkah, hak waris, dan 

hak-hak lainnya yang dijamin oleh hukum perkawinan 

Fungsi represif pencatatan perkawinan juga berkaitan dengan status 

hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang lahir dari 

perkawinan yang tercatat memiliki status hukum yang jelas sebagai anak sah, 

sehingga memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya (Nugroho & 

Safiudin, 2021). Sebaliknya, anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak 

tercatat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya, dan 

tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Kondisi ini sangat merugikan 

anak, karena mereka tidak dapat menuntut hak-hak keperdataan dari ayah 

biologisnya, termasuk hak waris dan hak nafkah. 

Dalam konteks isbat nikah, fungsi represif pencatatan perkawinan terlihat 

dari upaya pasangan yang perkawinannya tidak tercatat untuk mendapatkan 

pengakuan hukum melalui penetapan Pengadilan Agama. Isbat nikah 

merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pasangan yang telah 

menikah secara agama namun belum tercatat untuk mendapatkan pengakuan 

hukum dari negara (Al-Hamidy dkk., 2022). Namun demikian, tidak semua 

permohonan isbat nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, terutama apabila 

perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku, seperti 

poligami tanpa izin pengadilan. 

c. Fungsi Administratif Dan Informatif 

Selain fungsi preventif dan represif, pencatatan perkawinan juga memiliki 

fungsi administratif dan informatif yang penting. Dari sisi administratif, 

pencatatan perkawinan memungkinkan negara untuk mengelola data 

kependudukan secara akurat dan terstruktur. Data perkawinan yang tercatat 

dengan baik menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pemerintah di bidang 

kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dari sisi 

informatif, pencatatan perkawinan memberikan informasi yang jelas tentang 

status perkawinan seseorang, yang penting dalam berbagai konteks hukum dan 

sosial. 

Implementasi SIMKAH berbasis web merupakan upaya untuk 

meningkatkan fungsi administratif dan informatif pencatatan perkawinan. 

Dengan sistem ini, data perkawinan dapat diakses secara lebih mudah dan cepat 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk KUA, Pengadilan Agama, dan 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, SIMKAH juga memungkinkan 

koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga yang terlibat dalam 
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administrasi perkawinan, sehingga dapat mencegah terjadinya perkawinan 

ganda atau perkawinan yang melanggar ketentuan hukum. 

Secara keseluruhan, fungsi-fungsi pencatatan perkawinan tersebut 

menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas 

administratif, melainkan merupakan instrumen hukum yang sangat penting 

dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak para 

pihak dalam perkawinan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan 

kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan 

merupakan hal yang sangat urgen dan perlu mendapat perhatian serius dari 

semua pihak, termasuk pemerintah, KUA, tokoh masyarakat, dan masyarakat 

itu sendiri. 

7. Kesadaran Hukum Masyarakat Muncar Tentang Pencatatan Perkawinan 

Dalam pandangan hukum Soerjono Soekanto, seperti yang diuraikan dalam 

kajian teorinya, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum bisa ditandai oleh 

beberapa indikator, antara lain pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap 

hukum, sikap hukum, serta perilaku mereka terhadap hukum. Oleh karena itu, 

selama kami melakukan penelitian di KUA kecamatan Muncar, kami dapat 

merumuskan beberapa pertanyaan yang relevan dengan teori tersebut untuk 

mengukur tingkat kesadaran hukum di masyarakat terkait pencatatan perkawinan. 

a. Pengetahuan hukum tentang apa itu pencatatan perkawinan. 

Dalam wawancara yang berkaitan dengan pengetahuan hukum, 

pertanyaan dapat diarahkan pada sejauh mana pemahaman masyarakat 

mengenai pencatatan perkawinan, termasuk tingkat pengetahuan mereka 

tentang prsedur yang harus ditempuh dalam proses pencatatan perkawinan 

tersebut.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak suyanto yaitu: “pencatatan 

perkawinan itu ya kita dapat buku nikah dari KUA, soalnya dulu waktu 

saya menikah cuma akad saja, tidak ada yang jelaskan tentang pencatatan 

perkawinan” 

Pendapat tersebut juga disampaikan oleh mbak Ratna Cantika yaitu 

“pencatatan perkawinan yang saya tau ya KK, KTP, laki perempuan terus 

KTP orang tua, AKTA. Itu yang saya tau dek” 

Dalam wawancara dengan bu Fitri pun beliau berpendapat demikian 

“pencatatan perkawinan itu ya butuh KTP, kartu keluarga, foto”. 

Berdasarkan pernyataan para narasumber tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pengetahuan hukum masyarakat tentang pencatatan perkawinan masih 

tergolong terbatas dan rendah. Masyarakat umumnya memaknai pencatatan 
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perkawinan hanya sebatas hasil akhirnya, yaitu memperoleh buku nikah dari 

KUA tanpa mengetahui fungsi hukum, tujuan, dan konsekuensi dari pencatatan 

perkawinan itu sendiri. Informasi yang disampaikan para informan lebih 

banyak berkisar pada persyaratan administratif seperti KTP, KK, foto, dan AKTA 

namun belum mencakup pemahaman mengenai alur proses, dasar hukum 

maupun pentingnya pencatatan sebagai syarat perlindungan bagi suami, istri, 

dan anak. 

b. Pemahaman masyarakat tentang tujuan pencatatan perkawinan 

Berikut adalah wawancara kepada beberapa masyarakat di muncar 

terhadap tujuan pencatatan perkawinan yang disampaikan oleh bapak 

Suryanto “kurang tahu mas, tujuannya ya berkeluarga mas untuk pembuatan 

akta juga” 

Adapun pernyataan dari mbak Ratna Cantika yaitu “ya takutnya kalo ada 

perceraian, terus biar ada bukti juga mas” 

Begitu pula dengan bu Fitri mengenai pemahamannya terkait pencatatan 

perkawinan dengan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya yaitu “biar 

punya surat mas, kan biar kalo ada apa-apa biar enak. Juga buat ngurus KK, dan 

AKTA kelahiran” 

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dinilai bahwa pengetahuan 

masyarakat tentang pencatatan perkawinan masih terbatas, namun sudah 

mengarah pada kesadaran praktis dan fungsional. Pernyataan “kurang tahu” 

menunnjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami tujuan 

pencatatan perkawinan dari aspek hukum secara mendalam, seperti 

perlindunga hak dan kepastian hukum bagi suami, istri , dan anak. 

Sebagian penduduk muncar mulai menyadari bahwa pencatatn 

perkawinan berfungsi sebagai alat bukti hukum, terutama dalam menyikapi 

kemungkinan terjadinya perceraian atau permasalahan hukum di kemudian 

har. Tujuan pencatatan perkawinan lebih banyak dipahami untuk kepentingan 

administrasi kependudukan, seperti pengurusan kartu keluarg, akta kelahiran 

anak, dan dokumen resmi lainnya. 

Pengetahuan masyarakat muncar tentang tujuan pencatatan perkawinan 

masuh bersifat praktis, administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan 

pemahaman normatif. Hal ini menunnjukkan perlunya peningkatan sosialisasi 

dan penyuluhan hukum agar masyarakat tidak hanya memahami pencatatan 

perkawinan sebagai kebutuhan administratif, tapi juga sebagai instrumen 

penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum. 
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D. Simpulan   

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum 

masyarakat terhadap pencatatan perkawinan masih tergolong beragam dan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, serta 

pemahaman keagamaan. Sebagian masyarakat telah memahami pentingnya 

pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan 

anak. Namun, masih terdapat masyarakat yang menganggap bahwa keabsahan 

perkawinan cukup didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat agama tanpa 

harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang. Kondisi tersebut 

menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara legalitas agama dan legalitas 

negara dalam praktik perkawinan di masyarakat. 

Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan memiliki nilai 

kemaslahatan karena bertujuan menciptakan kepastian hukum, menjaga hak-hak 

keluarga, serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, 

pencatatan perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, 

tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap tujuan syariat (maqashid al-

syari’ah). Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat dapat dilakukan melalui edukasi hukum, sosialisasi dari pemerintah 

dan lembaga keagamaan, serta penguatan pemahaman masyarakat mengenai 

pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara dalam pelaksanaan 

perkawinan. 
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